BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR % TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Mengingat

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh
Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan
setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);




10.

11.

12

13.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan




14.

15.

16.

17.

dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan
Daerah kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun
2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah  Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 12
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2025 Nomor 12);

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 38 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 (Berita
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 Nomor
38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menetapkan

(1)

dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat

RO AOT

. laporan realisasi anggaran;
. laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan operasional

neraca,

. laporan perubahan ekuitas;

laporan arus kas; dan
catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan laporan penggunaan dana desa.




Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.
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®H0D 05y

lampiran I Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
lampiran I.1  Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

lampiran .2  Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;

lampiran I.3  Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

lampiran 1.4  Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah
daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

lampiran II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

lampiran III Laporan Operasional;

lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;

lampiran V Neraca;

lampiran VI Laporan Arus Kas,

lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;

lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;

lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana

bergulir;

lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

lampiran XII  Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

. lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

lampiran XV  Daftar rekapitulasi aset lainnya;

lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah,;

lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;

lampiran XVIil Daftar kewajiban jangka panjang;

lampiran XIX Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran berikutnya; dan

lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
/Perusahaan Daerah terdiri atas;

Lampiran XX.1 Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2 Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha
Milik Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari :

2

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (mandatory spending);
Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayarnarn Mimirmal
(SPM);

Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok,
jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan,;




e. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam
negeri;

f. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional
dengan program prioritas daerah;

g. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi
dengan program prioritas kabupaten/kota;

h. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;

i. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan
kemiskinan ekstrem,;

j. Rekapitulasi laperan realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui
e-purchasing;

k. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah
(KKPD); dan

1. Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan
gubernur, bupati dan walikota yang bersumber dari APBD.

Pasal 12

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Sel
pada tanggal 9

anjang
(EpTEMBER 5025

BUPATI KEPU MERANTI,

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal @ (epreMeER 8075

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ME
—--L-———

BAMBANG SUPRIANTO .

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025 NOMOR 32

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI
RIAU (12.45.A/2025)




